BAB Il

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA, PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Dihubungkan dengan judul penelitian, maka dalam bab ini akan
dikemukakan landasan teoritis yang menunjang analisis hasil penelitian. Bahasan
pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari variabel-variabel
yang akan diteliti, yaitu Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan
Terhadap Upaya Penggelapan Pajak. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan
kerangka pemikiran dan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan
argumentasi konseptual dari literatur-literatur yang relevan dan hasil-hasil temuan
empiris yang ada.

2.1  Kajian Pustaka

Bahasan pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari
variabel-variabel yang akan diteliti, Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi
Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey pada KPP Pratama
Bandung Karees).
2.1.1 Sanksi Perpajakan
2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti / ditaati /

dipatuhi”.
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2.1.1.2 Sanksi Perpajakan Berupa Denda

Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

“Denda adalah sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran
yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan”.

Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut S.R, Soemarso ( 2007:147)

adalah sebagai berikit :

“Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri
atau dimunculkan oleh pihak pajak, sanksi denda pada umumnya
disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan
tertentu”.

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun

2007 :

a.

Pasal 7 Ayat 1, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 atau batas waktu
perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar
Rp1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 8 Ayat 3, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi
belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran

yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
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terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan
dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

c. Pasal 14 Ayat 4, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-
masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan
Pajak.

d. Pasal 44b Ayat 2, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah
Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang
tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

2.1.1.3 Sanksi Perpajakan Berupa Bunga
Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Rahayu (2006:198) adalah sebagai berikut :

“Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran

yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak”.
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Sedangkan pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut S.R,.Soemarso,

(2007:145) adalah sebagai berikut :

“Sanksi bunga adalah Wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang
pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat”.

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun

2007 :

a.

Pasal 8 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Pasal 9 Ayat 2a, pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau
penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

Pasal 13 Ayat 2, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
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f.
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sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun

Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar.
Pasal 13 Ayat 5, walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 14 Ayat 3, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
Pasal 15 Ayat 3, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut

dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak
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pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 19 Ayat 1, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang
dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh
masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal
pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Pasal 19 Ayat 2, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus
dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Pasal 19 Ayat 3, dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan
sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
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huruf b dan huruf ¢ sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan

pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2.1.1.4 Sanksi Perpajakan Berupa Kenaikan

Pengertian Sanksi Berupa Kenaikan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Rahayu (2006:198) adalah sebagai brikut :

“Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang
diatur dalam ketentuan material”

Sedangkan Sanksi Berupa Kenaikan menurut S.R,.Soemarso (2007:146)

adalah sebagai berikut :

“Sanksi kenaikan, sanksi ini pada umumnya dikenakan oleh karena
kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak
dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan tertentu”.

Ketentuan atas pengenaan sanksi berupa denda menurut UU No.28 Tahun

2007 :

a. Pasal 8 Ayat 5, pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh
Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

b. Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
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a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan
dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

c Pasal 15 Ayat 2, Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

d. Pasal 17c Ayat 5, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2.1.1.5 Sanksi Perpajakan Berupa Pidana
Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:193)

“Pidana kurungan :

1. Terhukum menjalani hukuman di rumah sendiri, dengan kewajiban
melapor kepada yang berwajib.

2. Hukuman kurungan maksimal 1 tahun
3. Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan.
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4. Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, bisa
melakukan aktivitas lain, misalnya ada alat hiburan, mendengarkan
musik, baca buku.

Tidak ada pembagian kelas antara pidana yang pernah dilakukan.

Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

o o

Pidana Penjara :

1. Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di gedung

atau di pulai terpencil.

Hukuman batas maksimal seumur hidup atau dihukum mati.

Pekerjaan di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dan berat.

4. Aktivitasnya sangat terbatas dan diawasi lebih ketat, tidak bisa sewaktu-
waktu dikunjungi keluarga, tidak ada hiburan, setiap saat diawasi
termasuk hantaran makanan/minuman.

5. Ada pembagian kelas atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dari
kelas berat sampai kelas ringan, ada remisi bagi terhukum yang
berlakuan baik.

6. Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda”.

wn

Sedangkan Sanksi Pidana menurut (Siti Resmi, 2003:64) adalah sebagai
berikut :

“Dalam Undang-Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dapat berupa denda

pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat

dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga”.

2.1.1.6 Indikator Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi”.
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Macam sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai

berikut :

“Dalam undang — undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu

sanksi administrasi dan sanksi pidana”.

Sanksi administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:87) adalah sebagai

berikut :

“Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan”.

Sanksi pidana menurut Mardiasmo (2008:57) adalah sebagai berikut :

“ Menurut ketentuan dalam undang — undang perpajakan ada tiga macam

sanksi pidana , yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara”.

2.1.2 Administrasi Perpajakan
2.1.2.1 Pengertian Administrasi
Menurut Trecker (2000:55) mengatakan pengertian administrasi adalah
sebagai berikut :
“Suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam
rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material
melalui koordinasi dan kerjasama”.
Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:14) menyebutkan bahwa
Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok
orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dengan

demikian llmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari
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proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Menurut Donovan dan

Jackson (1991) yang dikemukakan kembali oleh Y. T. Keban (2004:2)

administrasi diartikan sebagai :

“Arahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, menciptakan prinsip —
prinsip  implementasi  kebijakan,  kegiatan = melakukan  analisis,
menyeimbangkan dan menganalisis  keputusan, pertimbangan -
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan dalam kelompok
dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan sebagai arena bidang kerja
akademik dan teoritis”.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) modernisasi perpajakan adalah :

“Bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu
kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung
menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan
bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan,
diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai
fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan”.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Siti Kurnia Rahayu,(2010:93)

administrasi perpajakan (tax administration) ialah :

“Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”.

2.1.2.3 Indikator Administrasi Perpajakan

C. A. Silvani dalam S. K. Rahayu, 2010:93) menyebutkan administrasi

pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1.

“Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Dengan
Administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak
dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi
ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah
Wajib Pajak secara signifikan akan menigkatkan jumlah penerimaan pajak.

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib
Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
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3. Penyelundup pajak (tax evaders). Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu
Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya
menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan
dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas
usahanya sangat diperlukan.

4.  Penunggak pajak (delinquent tax pavers). Upaya pencairan tunggakan pajak
dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set
administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya
tersebut”.

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak
Definisi Tax Evasion menurut James Kessler dalam John Hutagaol

(2007:74) adalah sebagai berikut :

“Conduct which constitutes a criminal offense (fraud on the revenue or

similar offense). This normally involves dishonest submission of an

incorrect tax return.dishonest is essential to the offense”.

“Perilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan atau

pelanggaran yang serupa). Ini biasanya melibatkan penyampaian tidak jujur

dari pengembalian pajak yang tidak benar. Ketidakjujuran adalah penting

untuk pelanggaran”.

Definisi Tax Evasion (penggelapan pajak) menurut Mardiasmo (2008:9)
adalah sebagai berikut:

“Tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak)”.

Lalu menurut menurut Lyons Susan M dalam Erly Suandy (2008:7)

tentang pengertian Tax Evasion, yaitu:



25

“Tax Evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distincion,
however, is not always easy. Some example of tax avoidance scheme include
locatting assets in offshore jurisdiction, delaying repatriation of profit earn
in low-tax foreign jurisdiction, ensuring that gains are capital rather than
income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate),
spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and
taking advantages of tax incentives”.

“Penggelapan Pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal.
Perbedaan, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Beberapa contoh skema
penghindaran pajak termasuk locatting aset dalam yurisdiksi lepas pantali,
menunda repatriasi laba dapat di yurisdiksi asing pajak rendah, memastikan
bahwa keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungan
tidak dikenakan pajak (atau subjek pada tingkat yang lebih rendah) |,
penyebaran pendapatan wajib pajak lain dengan tarif pajak marjinal yang
lebih rendah dan mengambil keuntungan dari insentif pajak”.

2.1.3.2 Penyebab Penggelapan Pajak
Faktor penyebab tax evasion (penggelapan pajak) menurut Siti Kurnia

Rahayu (2010:149) adalah sebagai berikut :
“Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan
pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak
diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan,
tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.
Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari
manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu
sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya
hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang
lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan

sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling
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mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi
lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi
untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap
melanggar peraturan.

Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena
dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara
yang lain tidak.

Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan
dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal
tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah
memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika
pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya
merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa
kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan
yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan
penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk
membayar pajak kembali.

Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran
pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu

keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit



27

dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan
perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.
Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha
untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin
mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena
mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.
Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus
hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam
proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang
bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu
banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan
menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung
sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu
karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.
Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat
menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya
apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak.
Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu,
kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar ‘lari® dari

kewajiban membayar pajak.
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2.1.3.3 Indikator Penggelapan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain
(2007:51) yaitu :

1. “Tidak menyampaikan SPT.

2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan

PKP.

4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus”.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan beberapa

penelitian terdahulu untuk membedakan originalitas.

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

Nama
Penulis,
No Judul Kesimpulan Objek Penelitian
Penerbit,
Tahun
1 Rangan Gupta | Tax evasion and The paper shows that KPP
and financial higher degree of tax
Emmanuel repression: a evasion within a country,
Ziramba reconsideration resulting from a
(2008) using endogenous | higher level of
growth models corruption and a lower
penalty rate, yields
higher degrees of
financial repression
2 Jarunee Economic The proposed tax KPP
Wonglimpiya | innovation mapping by the Revenue
rat (2010) challenges of Department aims to
financial and tax facilitate tax
Auditing administration and
reduce the problem of
tax evasion. The findings
reveal that tax auditing
would provide high
quality audits to the
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financial reporting
process for statutory
purposes, enhance the
state’s ability to collect
tax and improve
performance of the tax
system
3 Luiyanto Model There are at least 22 KPP

Yamin, Titi Penyelewengan models of tax-invoice

Muswati Pajak fraud occurred on

Putranti Menggunakan exports.

(2009) Faktur Pajak Fiktif | Four main causes for the
tax-invoice fraud: (1) the
complexity in credit
mechanism, (2) poor tax
administration,

(3) lack of tax audit, and
(4) the culture of society.
4 Bariyima D. Curbing Tax From all indications itis | KPP

Kiabel, N. Evasion and now clear that if

Gladson Avoidance in government

Nwokah Personal Income engages in a complete

(2009) Tax re-organization of the tax

Administration: A | administrative

Study of the South- | machineries, the twin

South States of problems of tax

Nigeria evasion and avoidance
will be reduced to a
tolerable limit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang merupakan

komponen pendapatan negara didalam APBN, dengan adanya pendapatan tersebut
maka pemerintah dapat membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap
tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor
pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan. Maka
dapat dikatakan sektor perpajakan masih menjadi andalan pemerintah sebagai
sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
kita, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta

bantuan luar negeri.
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Namun dalam kenyataannya kegiatan perpajakan yang terjadi tidak semulus
apa yang diharapkan pemerintah meskipun telah ada administrasi yang berlaku
dan sanksi untuk para pelanggar pajak karena, masih terdapat kecurangan —
kecurangan yang terjadi seperti penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib
pajak. Hal ini juga terjadi bukan semata — mata karena kurangnya pengetahuan
para wajib pajak tetapi juga adanya kesengajaan yang dilakukan para wajib pajak
untuk tidak memenuhi kewajibannya dan hal tersebut terkadang terdapat

kerjasama anata wajib pajak dan oknum petugas pajak.

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak
Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung

mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan
negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas,
memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak. Maka
dimasa lampau tidak banyak masalah penyelundupan pajak yang merupakan
kejahatan dihadapkan kepada pengadilan Rochmat Soemantri (1998). Sanksi
administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran,
terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi
administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa
hukuman kurungan dan hukuman penjara Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu
(2006).

Seperti dalam penelitian yg dilakukan oleh Rangga Gupta dan Emanuel

(2008) yang menyatakan bahwa :
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“That higher degree of tax evasion within a country, resulting from a higher
level of corruption and a lower penalty rate, yields higher degrees of
financial repression™.

“Tingkat tertinggi dari penghindaran pajak dalam suatu negara, dihasilkan
dari tingkat korupsi yang lebih tinggi dan tingkat sanksi yang lebih rendah,
menghasilkan derajat lebih tinggi dari represi keuangan”.

2.2.2 Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak
Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap — tahap antara

lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak, tahap — tahap
yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion), laporan Bank
Dunia menyatakan :

“Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax

structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes

administration more difficult”.

“Administrasi perpajakan yang buruk mengurangi efektivitas struktur pajak

yang diinginkan dan menimbulkan penyimpangan. Sebuah struktur pajak

yang buruk membuat administrasi lebih sulit”.

Lawrence H. Summer dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006).

Seperti dalam penelitian Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang

menyatakan bahwa :

“The proposed tax mapping by the Revenue Department aims to facilitate
tax administration and reduce the problem of tax evasion. The findings
reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial
reporting process for statutory purposes, enhance the state’s ability to
collect tax and improve performance of the tax system™.

“Pengusulan pemetaan pajak oleh Departemen Pendapatan bertujuan untuk
memfasilitasi administrasi pajak dan mengurangi masalah penggelapan
pajak. Temuan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan
audit berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk tujuan
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hukum, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan
meningkatkan Kinerja dari sistem pajak”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya
dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut : (gambar kerangka

pemikiran dihalaman berikut).
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SANKSI
PERPAJAKAN

v PENGGELAPAN
Indikator : PAJAK

vy

- Sanksi Administrasi (Denda,
Bunga, Kenaikan)

-Sankis Pidana (Denda
Pidana, Kurungan, Penjara)

A
Indikator :

-Tidak Menyampaikan

SPT
-Menyampaikan SPT
ADMINISTRAS] dengan tidak benar
PERPAJAKAN
- Tidak mendaftarkan
v diri atau
Indikator : menyalahginakan
NPWP
-Mendeteksi wajib pajak yang tidak
terdaftar -Tidak menyetorkan
o _ pajak yang telah
-Medeteksi wajib pajak yang tidak dipungut atau dipotong
menyampaikan SPT
-Berusaha menyuap
-Mendeteksi penyelundup pajak fiskus
-Mendeteksi penunggak pajak

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berikut ini gambaran sederhana dari bagan di atas yaitu tentang Pengaruh
Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan

Pajak. (Gambar dihalaman berikut)
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SANKSI Rangan Gupta and Emmanuel Ziramba (2008)
PERPAJAKAN
(X1)
PENGGELAPAN
PAJAK
(Y)
Jarunee Wonglimpiyarat (2010)

ADMINISTRASI Luiyanto Yamin, Titi Muswati Putranti (2009)
PERPAJAKAN

(X2) Bariyima D. Kiabel, N. Gladson Nwokah (2009)

Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran
2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:96) adalah sebagai berikut :

“ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun

dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2007:59) pengertian hipotesis

adalah sebagai berikut :

“Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai

hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya

dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih

jelas terhadap pengujian yang dinyatakan”.
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1.

Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan
Pajak

Terdapat Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya
Penggelapan Pajak

Terdapat Pengaruh Secara Simultan dan Parsial Sanksi Perpajakan

dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak



